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Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 

Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan perlu menetapkan 

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

tentang Penarikan Pangan dari Peredaran; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5360); 

www.peraturan.go.id



2017, No.1711 -2- 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang 

Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3867); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 

Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);  

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara 

Republik Indoensia Tahun 2017 Nomor 180); 

7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor HK.00.06.1.52.4011 Tahun 2009 tentang 

Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan 

Kimia dalam Makanan; 

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-

IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi 

Pangan Olahan yang Baik (Good Manufacturing Practices) 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

358); 

9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 tentang 

Pengawasan Kemasan Pangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 611); 

10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor HK.03.1.52.08.11.07235 Tahun 2011 tentang 

Pengawasan Formula Bayi dan Formula Bayi untuk 

Keperluan Medis Khusus (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 602); 

11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor HK.03.1.23.12.11.10569 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121); 

12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor HK.03.1.23.12.11.10720 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk 

Formula Bayi dan Formula Lanjutan Bentuk Bubuk 
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

223); 

13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara 

Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah 

Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 470); 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 

tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757); 

15. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1714); 

16. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Tindakan Pengamanan Setempat dalam Pengawasan 

Peredaran Obat dan Makanan di Sarana Produksi, 

Penyaluran, dan Pelayanan Obat dan Makanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 373); 

17. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan 

Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 825); 

18. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan 

Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 377); 

19. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan 

Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

378); 

20. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kriteria Mikrobiologi 
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dalam Pangan Olahan (Berita Negara Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1139); 

21. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan 

Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 

HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan 

Makanan; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

TENTANG PENARIKAN PANGAN DARI PEREDARAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Penarikan Pangan yang selanjutnya disebut Penarikan 

adalah suatu tindakan menarik Pangan yang berpotensi 

menimbulkan gangguan kesehatan dan/atau tidak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan dari setiap 

tahapan pada rantai Pangan, termasuk Pangan yang 

telah dimiliki oleh konsumen dalam upaya untuk 

memberikan perlindungan terhadap konsumen. 

2. Sistem Ketertelusuran Pangan adalah kemampuan untuk 

melacak, menelusuri, mengidentifikasi pergerakan 

Pangan pada setiap tahapan produksi yang dimulai dari 

penerimaan bahan baku, pengolahan hingga 

penyimpanan produk jadi serta tahapan distribusi, 

termasuk Importir, Distributor dan Peritel. 

3. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber 

hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, 
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perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang 

diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai 

makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, 

termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, 

dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, 

pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau 

minuman. 

4. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil 

proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau 

tanpa bahan tambahan.  

5. Produsen Pangan yang selanjutnya disebut Produsen 

adalah pelaku usaha Pangan yang melakukan kegiatan 

atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, 

membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, 

dan/atau mengubah bentuk Pangan. 

6. Importir Pangan yang selanjutnya disebut Importir 

adalah pelaku usaha Pangan yang melakukan kegiatan 

memasukkan Pangan ke dalam daerah pabean negara 

Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, 

dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di 

zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. 

7. Distributor Pangan yang selanjutnya disebut Distributor 

adalah pelaku usaha Pangan yang melakukan kegiatan 

atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran 

Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan 

maupun tidak. 

8. Izin Edar adalah persetujuan hasil penilaian Pangan 

Olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka 

peredaran Pangan Olahan. 

9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan. 

  

Pasal 2 

(1) Pangan yang diedarkan di wilayah Indonesia harus 

memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi 

Pangan.  
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